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WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 26 TAHUN 2020 

 

 
TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

DAERAH KOTA BANJAR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA BANJAR,  

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Banjar telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 
18 Tahun 2020;  

b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 
pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat di 

Kecamatan dan Kelurahan perlu adanya penyempurnaan 
terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar 
Nomor 18 Tahun 2020;  

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan 

kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan 
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 
Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;  

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4244); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014   tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 

Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6340); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen  
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Evaluasi Jabatan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Analisis Jabatan DiLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 483); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);  

19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Banjar Nomor 15);  

20. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar 
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 18);  

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 18), 

diubah sebagai berikut :  
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.  

2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah.  

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara  yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri 
dalam suatu satuan organisasi Negara. 

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak 
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin 

suatu organisasi Negara. 

9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi 

pada instansi pemerintah terdiri atas Jabatan Pimpinan 
Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama. 

10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan  public 

serta  administrasi  pemerintah dan pembangunan terdiri 
atas    Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan 

Jabatan Pelaksana. 

11. Jabatan  Fungsional  adalah  sekelompok  jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

 fungsional yang  berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang 
menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak 

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat 

TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada 
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ASN berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, 
dan kelangkaan profesi, dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan Daerah. 

15. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh suatu jabatan baik struktural maupun 
fungsional atau unit organisasi. 

16. Kondisi kerja adalah kondisi dimana pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya berada di lingkungan  kerja yang  
menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi  

normal pegawai secara umum.  

17. Kelangkaan profesi adalah profesi ASN sebagai Dokter Ahli 

yang dipandang sebagai profesi yang memerlukan 
keterampilan khusus dan langka dalam wilayah Kota 
Banjar.  

18. Prestasi kerja adalah ASN yang dalam melaksanakan 
tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja tinggi sesuai 

bidang keahliannya.  

19. Tempat bertugas adalah kondisi dimana ASN 

melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat 
kesulitan tinggi dan pada daerah terpencil. 

20. Pertimbangan objektif lainnya adalah kondisi dimana ASN 

dalam melaksanakan tugasnya dan diberikan penghargaan 
dengan memperhatikan karateristik daerah, kemampuan 

keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

21. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja 
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada 
pegawai yang memiliki beban kerja sesuai dengan 

jenjang/tingkat jabatan baik struktural maupun 
fungsional. 

22. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja 
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada 

pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya  berada di 
lingkungan kerja yang menuntut kesiapan fisik dan mental 
melebihi kondisi normal pegawai secara umum. 

23. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan 
Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan 

kepada ASN ASN sebagai Dokter Ahli yang dipandang 
sebagai profesi yang memerlukan keterampilan khusus dan 

langka dalam wilayah Kota Banjar. 

24. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang 

dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi 
kerja. 

25. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas 
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah 
memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. 

26. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif 

lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan 
kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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27. Tambahan Penghasilan Pegawai Hari Raya yang 
selanjutnya   disingkat dengan TPP Hari Raya, adalah 

tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai 
dalam menyambut hari raya Idul Fitri. 

28. Tambahan Penghasilan Ketiga Belas yang selanjutnya 
disingkat dengan TPP Ketiga Belas, adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagai 

kompensasi tambahan atas kelebihan jam kerja dalam 
waktu 1 (satu) tahun. 

29. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan 
tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik 

bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur. 

30. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja 
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas 

kedinasan lainnya yang diketahui oleh atasan.  

31. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu  

atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang 
telah  ditentukan. 

32. Nilai Jabatan adalah jumlah dari nilai faktor evaluasi 
jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan 
untuk penentuan kelas jabatan. 

33. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan 
organisasi. 

34. Mesin Absen adalah alat bantu yang digunakan untuk 
menunjukan kehadiran/ketidakhadiran Pegawai ASN 

dalam melaksanakan tugas.  

35. Pelaksana Tugas atau disingkat Plt adalah pejabat yang 
menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena 

pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan 
tetap atau terkena peraturan hukum sehingga tidak 

menempati posisi tersebut. 

36. Pelaksana Harian atau disingkat Plh. adalah Pelaksana 

Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif 
yang berhalangan sementara. 

37. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara 

baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya 
sendiri dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari 

jabatannya sebagai PNS.  

 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 14 

(1) ASN yang menduduki jabatan eselon III/b pada UPTD 
Rumah Sakit Asih Husada Langensari mendapat TPP setara 

Kelas Jabatan 11.  

(2) ASN yang menduduki jabatan eselon IV/a pada UPTD 
Rumah Sakit Asih Husada Langensari mendapat TPP setara 

Kelas Jabatan 9. 
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(3) ASN yang diberi tugas tambahan sebagai kepala BLUD 
Puskesmas menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi.  

 

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 16 

(1) ASN dengan Kelas Jabatan 11 yang menduduki jabatan 

eselon III/a pada Inspektorat Daerah setara dengan Kelas 
Jabatan 12.  

(2) ASN dengan Kelas Jabatan 12 yang menduduki jabatan 
eselon III/a pada Kecamatan diberi tambahan TPP sebesar 

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).  

(3) ASN dengan Kelas Jabatan 9 yang menduduki jabatan 
eselon IV/a pada Kelurahan diberi tambahan TPP sebesar 

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  

(4) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) mulai berlaku pada Bulan Maret 2020 yang 
akan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk 

pembayaran bulan April 2020.  

 

4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu 

Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 21A 

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 dan Pasal 22, setiap Perangkat 
Daerah/Unit Perangkat Daerah mempersiapkan/ 
menyediakan Perangkat yang digunakan untuk 

menunjukkan kehadiran/ ketidakhadiran Pegawai ASN 
dalam melaksanakan tugas yaitu Mesin Absen. 

(2) Pengolahan data absensi Pegawai ASN serta 
pemeliharaannya dilaksanakan oleh setiap Perangkat 

Daerah. 

(3) Setiap Perangkat Daerah dalam pengajuan rekomendasi 
TPP wajib melampirkan print out dari mesin absen.  

(4) Dalam hal Perangkat Daerah belum memiliki mesin absen 
atau mesin absen dalam keadaan rusak, maka Pegawai 

ASN dapat mengisi absensi manual sesuai format yang 
ditentukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.  

(5) Pegawai ASN yang memiliki jam kerja khusus, dapat 
mengisi absensi sesuai format yang ditentukan oleh 
Perangkat Daerah masing-masing.  

 

Pasal 21B 

Dalam hal Pegawai ASN melaksanakan tugas belajar, diberikan 
TPP dengan besaran TPP diturunkan menjadi 50% (lima puluh 

persen). 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Banjar. 

 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 18 Maret 2020  

WALI KOTA BANJAR,  

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 18 Maret 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE SETIANA 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 26 

 


